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Abstract

Pariaman is one of the few areas in the Minangkabau realm that maintains the custom of buying men in
marriage. The tradition of buying with this amount of money is called the Bajapuik Tradition, the amount
of which is determined based on the agreement of both parties. This tradition is not included dowry but is
a cost incurred by women to bring men to live in the family of the woman. This tradition belongs to the
element of Adat Nan Adat which can indeed be changed and changed by way of deliberation. This
tradition has moral sanctions if it is not applied in marriage in Pariaman. The method used in this thesis
is the method of approach or direct observation of the tradition in the Pariaman community. With the
times, this tradition is not as strict as before which indeed requires the female party to give some money to
the family of the man in accordance with the title or social status of the man. Not all Minangkabau
traditional marriages use the Bajapuik tradition, because this tradition is not much different from other
customs. In Minangkabau what distinguishes the Bajapuik tradition is the provision of pickup money by
the women to the men. With the development of the times, it is hoped that this tradition will no longer
burden women to be able to practice the adat.
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Abstrak
Pariaman adalah salah satu dari sedikit daerah di Ranah Minangkabau yang mempertahankan
adat membeli laki-laki dalam pernikahan. Tradisi membeli dengan sejumlah uang ini disebut
dengan Tradisi Bajapuik yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak. Tradisi ini bukan termasuk mahar tetapi merupakan biaya yang dikeluarkan pihak
perempuan untuk membawa lelaki untuk tinggal dikeluarga pihak perempuan. Tradisi ini
termasuk kedalam unsur Adat Nan Diadatkan yang memang dapat berubah dan diubah
dengan cara musyawarah. Tradisi ini mempunyai sanksi moral apabila tidak diterapkan dalam
perkawinan di Pariaman. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara metode
pendekatan atau pengamatan langsung mengenai tradisi tersebut kedalam masyarakat
pariaman. Dengan adanya perkembangan zaman, tradisi ini sudah tidak setegas dahulu yang
memang mengharuskan pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada keluarga pihak
laki-laki sesuai dengan gelar atau status sosial yang dimiliki laki-laki tersebut. Pelaksanaan
perkawinan adat minangkabau tidak semua menggunakan tradisi bajapuik, karena tradisi ini
tidak jauh berbeda dengan adat-adat lainnya. Di minangkabau yang membedakan tradisi
bajapuik tersebut adalah pemberian uang jemputan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-
laki. Dengan berkembangnya zaman, diharapkan tradisi ini tidak lagi memberatkan pihak
perempuan untuk dapat menjalankan adat tersebut.

Kata kunci: Masyarakat adat, budaya, hukum

Pendahuluan

Pariaman di zaman lampau merupakan
daerah yang cukup dikenal oleh pedagang
bangsa asing semenjak tahun 1.500-an. Cata-
tan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh
Tomec Pires (1446-1524), seorang pelaut Por-
tugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di
Asia. Pariaman adalah satu dari sedikit daerah

di ranah Minangkabau yang mempertahankan
adat ‘membeli lelaki” dalam pernikahan. Membeli
dengan sejumlah uang ini kerap disebut ‘uang
jemputan’ yang besarnya ditentukan berda-
sarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Adat ini hanya dianut Pariaman dan
Padang, sedang di daerah lain seperti Paya-
kumbuh, Bukit tinggi, dan Solok tidak
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menganut adat ini. Uang jemputan yang di-
maksud tersebut bukanlah mahar seperti perni-
kahan di India sana, tetapi merupakan biaya
yang dikeluarkan pihak perempuan untuk
membawa lelaki itu tinggal di keluarga pihak
perempuan. Tradisi tersebut disebut dengan
Tradisi Bajapuik.

Tradisi Bajapuik (dijemput) adalah
budaya orang minang dalam perkawinan.
Orang minang menganut sistem matrilineal
dimana garis keturunan ditarik dari keturunan
ibu (perempuan). Posisi laki-laki dalam rumah
gadang berada pada posisi sebagai "penda-
tang", lebih dikenal dengan urang sumando.
Karena laki laki sebagai tamu, maka pihak
perempuan akan menjemput pihak laki-laki
agar datang ke rumah gadang dan menjadi
bagian dari keluarga besar.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa
yang sangat penting dalam penghidupan
masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak
hanya menyangkut wanita dan pria bakal
mempelai saja melainkan juga orang tua kedua
belah pihak dan keluarga-keluarga besarnya
masing-masing. (Soerojo Wignjodipoero, 1994)

Dalam perkawinan di masyarakat Paria-
man disebut dengan manjapuik marampulai
(menjemput pengantin pria). Pada umumnya
tata cara dalam ritual manjapuik marampulai
berbeda-beda di setiap daerah di Sumatra
Barat. Tak terkecuali untuk daerah Pariaman,
di Pariaman tradisi manjapuik ini cukup unik
karena diikuti dengan tradisi bajapuik dimana
pihak perempuan memberikan sesuatu kepada
pihak laki-laki berupa uang japuik (uang
jemput) dan uang hilang.

Kebanyakan uang japuik dan wuang
hilang ditentukan dari status sosial maram-
pulai (pengantin pria). Status sosial adalah
kedudukan seseorang dalam suatu masya-
rakat. Ukuran status sosial ditentukan dengan
gelar laki-laki yang diperoleh dari ayah, yakni
apakah bergelar sidi (saidina/orang alim),
sutan (sultan) dan bagindo (baginda) serta
uang japuiknya berupa emas, seekor kuda dan
barang-barang yang bernilai pada masa itu.
(Welhendri Azwar, 2001)

Saat ini tolak ukur status sosial bukan
lagi berpatokan kepada tiga gelar tersebut,
melainkan dari profesi marampulai seperti
profesi dokter dan polisi lebih tinggi nilai uang
japuiknya daripada tukang becak dan tukang
ojek dan pendidikan sarjana juga lebih tinggi

nilai uangnya daripada yang hanya pendidikan
SMA. Artinya, semakin tinggi status sosial
seseorang maka semakin besar uang japuik
yang akan diterima.

Pada prinsipnya orang Minang meng-
klasifikasikan adat menjadi empat macam
yaitu :

1. Adat Nan Sabana Adat, merupakan
aturan pokok dan falsafah hidup orang
minang yang berlaku turun temurun tanpa
dipengaruhi oleh tempat dan waktu,
istilahnya ialah Indak Lakang Dek Paneh,
Ndak lapuak Dek Ujan, Adat Nan Sabana
Adat juga merupakan ketetapan yang
bersumber dari ajaran Allah SWT. Oleh
karena itu lahirlah konsep kehidupan
masyarakat minangkabau yang dikenal

dengan adat basandi syarak, syarak
basandi kitabullah.

2. Adat Nan Diadatkan, merupakan
peraturan setempat yang diputuskan

secara musyawarah dan mufakat atau
aturan yang berlaku disuatu nagari
(negeri/daerah) tertentu, Adat nan
diadatkan  melingkup  seluruh  segi
kehidupan, terutama segi kehidupan
sosial, budaya, dan hukum.

3. Adat Nan Taradat, merupakan kebiasaan
seseorang dalam kehidupan
bermasyarakat, Jenis adat ini merupakan
ketentuan adat yang disusun di nagari
untuk menjalankan adat nan sabana adat,
serta adat nan diadatkan.

4. Adat Istiadat, merupakan kelaziman
dalam sebuah negeri atau daerah yang
mengikuti situasi masyarakat.

Penelitian Budaya Hukum  Adat
Perkawinan di Pariaman ini menjadi penting
setidaknya disebabkan oleh 2 hal yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini kita semua
akan tahu bagaimana tata cara perkawinan
dalam Adat Minangkabau khususnya di
Pariaman;

2. Dengan  penelitian ini kita akan
mengetahui apakah tradisi bajapuik masih
diterapkan pada zaman modern seperti ini
dan sanksi apakah yang akan didapat
apabila tidak menerapkan tradisi tersebut.

Berdasarkan wuraian latar belakang
tersebut diatas, maka terdapat beberapa pokok
permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu
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apakah pelaksanaan tradisi Adat Bajapuik di
Pariaman telah memenuhi keempat unsur
dalam klasifikasi adat Minangkabau dan apa-
kah sanksi yang diterapkan apabila Tradisi
Adat Bajapuik ini tidak dilaksanakan bagi
masyarakat Pariaman.

Manfaat yang akan dihasilkan dalam
penelitian ini adalah dapat memberikan
jawaban ketidaktahuan masyarakat mengenai
Tradisi Bajapuik yang diterapkan di Adat
Minangkabau dan diharapkan masyarakat
yang tidak mengetahui bagaimana tata cara
Tradisi Bajapuik ini menjadi mengerti dan
mengetahui apakah sanksi yang didapat
apabila tidak dilaksanakan Tradisi Bajapuik ini.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah dengan menggunakan metode
penelitian hukum empiris, yaitu penelitian
yang didasarkan pada kenyataan dilapangan
atau melalui pengamatan langsung di Lubuk
Alung, Pariaman dengan narasumber Kepala
Adat Kerapatan Adat Nagari dan masyarakat
adat pariaman.

Hasil dan Pembahasan
Perkawinan Adat di Minangkabau
Perkawinan menurut Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan untuk mem-
bentuk keluarga yang bahagia yang kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan di adat Minangkabau
merupakan salah satu dari sekian banyak
perkawinan di Indonesia yang memiliki tata
upacara yang unik. Sistem adat yang paling
menonjol dalam suku Minangkabau adalah
sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan
atau matrilineal. Selain aturan adat yang khas,
suku Minangkabau juga memiliki hukum adat
yang khas. Salah satunya adalah hukum adat
yang mengatur tentang perkawinan.
Perkawinan di Minangkabau meng-
gunakan ketentuan Syara’ (agama) dan adat
yang mempunyai syarat dan ketentuan yang
harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang
melakukan perkawinan diantaranya:
1. Kedua calon mempelai harus beragam
islam.
2. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau
berasal dari suku yang sama, kecuali

persukuan itu berasal dari nagari atau
luhak yang lain

3. Kedua calon mempelai dapat saling
menghormati dan menghargai orang tua
dan keluarga kedua belah pihak.

4. Calon suami (marapulai) harus sudah
mempunyai sumber penghasilan untuk
dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Beberapa perkawinan yang dianjurkan
dalam adat Minangkabau, yaitu:

1. Perkawinan Pulang Ka Mamak/ Ka Bako,
Perkawinan pulang ka Mamak yaitu
mengawini anak mamak, atau perkawinan
pulang ka bako yaitu mengawini keme-
nakan ayah. Perkawinan ini dilaksanakan
dengan tujuan untuk mengawetkan hubu-
ngan suami isteri itu agar tidak terganggu
dengan permasalahan yang mungkin
timbul, karena adanya ketidakserasian
antar kerabat.

2. Perkawinan Ambil Mengambil
Artinya kakak beradik laki- laki dan
wanita A menikah secara bersilang dengan
kakak-beradik wanita B. Tujuan perka-
winan ambil mengambil ini, ialah untuk
mempererat hubungan kekerabatan ipar
besan, juga untuk memperoleh suami yang
pantas bagi anak kemenakan tanpa perlu
menyelidiki asal usul calon pasangan suami
isteri itu.

3. Perkawinan Awak Samo Awak
Artinya perkawinan yang dilakukan antar
orang sekampung. Perkawinan seperti ini
dikatakan ideal karena untuk mengu-
kuhkan lembaga perkawinan itu, dimana
sesungguhnya struktur perkawinan yang
eksogami ini lebih mudah rapuh karena
seorang suami tidak memiliki beban dan
tanggung jawab kepada anak dan
isterinya. Lain halnya jika pola awak samo
awak, maka tambah dekat hubungan
awaknya tambah kuatlah hubungan
perkawinan itu.

Selain ada perkawinan yang ideal, di
Minangkabau ada juga yang disebut dengan
perkawinan yang kurang ideal maksudnya
ialah apabila salah satu pasangan berasal dari
non-minang khususnya dengan wanita non-
minang. Pria minang yang menikah seperti ini
dianggap merusak struktur adat Minangkabau,
karena:
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1. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu
bukanlah suku Minangkabau;

2. Anak yang dilahirkan akan menjadi
beban bagi pria minang itu, karena
seorang pria minang bertugas demi
kepentingan bagi sanak saudaranya,
kaumnya, dan nagarinya;

3. Kehadiran istri diluar Minangkabau
dianggap akan menjadi beban dalam
seluruh keluarganya.

Tradisi Bajapuik

Tradisi Bajapuik adalah tradisi per-
kawinan di Pariaman, yang dimana pihak calon
mempelai perempuan harus membawa atau
membayar sejumlah uang yang sudah di-
sepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Kata
Japuik sendiri merupakan bahasa minang.

Adat perkawinan Padang Pariaman ini
berbeda dengan adat perkawinan daerah
Minangkabau lainnya. Hal itu dikarenakan
adat perkawinan Padang Pariaman mempunyai
tradisi Bajapuik yang mensyaratkan adanya
uang japuik. Menurut Azwar, uang Japuik
adalah pemberian dari keluarga pihak perem-
puan kepada pihak laki-laki yang diberikan
pihak perempuan pada saat acara Manjapuik
Marapulai dan dikembalikan lagi pada saat
mengunjungi keluarga pihak perempuan pada
pertama kalinya. (Welhendri Azwar, 2001)

Dalam tradisi bajapuik status sosial
menjadi pertimbangan mencari atau menerima
seorang laki-laki yang akan dijadikan suami.
Selanjutnya melalui status sosial pula pertim-
bangan tinggi rendahnya uang japuik yang
harus diberikan pihak perempuan kepada
pihak laki-laki. Oleh sebab itu, pada awalnya
uang japuik dalam adat pariaman adalah adat
perkawinan yang dilihat dari gelar yang
dimiliki pihak laki-laki seperti gelar Sidi, Sutan,
dan Bagindo.

Tradisi bajapuik ini biasanya dise-
suaikan dengan pekerjaan calon mempelai laki-
laki, jika si calon mempelai pekerjaannya biasa
saja seperti buruh, pedagang dengan peng-
hasilan yang rendah maka uang japuik untuk
calon mempelai laki-laki cenderung sedikit dan
rendah, begitupun sebaliknya jika si calon
mempelai laki-laki mempunyai pekerjaan
seperti dokter, guru, pegawai negeri maka
uang japuik untuk calon mempelai.laki- laki
lebih banyak dan tinggi. Namun hal ini tetap
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

keluarga calon mempelai dan tentunya tidak
memberatkan pihak calon mempelai perem-
puan. (Chairul Anwar, 1997)

Bagi masyarakat Pariaman, hal ini
sudah merupakan tradisi turun- temurun dari
nenek moyang mereka. Seorang anak laki-laki
di Minangkabau biasanya adalah tumpuan
bagian keluarga dan harapan keluarganya.
Adat perkawinan di Pariaman ini terjadi
karena peminangan secara formil dari pihak
perempuan kepada pihak laki-laki, maka untuk
mempertegas pernyataan kehendak dari pihak
perempuan ini waktu melakukan perkawinan
telah menjadi sebuah keharusan pihak perem-
puan untuk menjemput pihak laki-laki ke-
rumah orang tuanya, yang dikenal dengan
sebutan menjemput “Marapulai”. (Chairul
Anwar, 1997)

Bajapuik merupakan simbolisasi dari
seseorang yang berasal dari keturunan atas asal
usul yang jelas dan sebagai penghormatan
kepadanya diberi uang jemputan. Pemberian
uang jemputan dari orangtua perempuan
kepada anak menantunya bertujuan untuk
kebahagiaan dari anak dan menantu. Emas
ataupun benda lainnya yang diberikan sebagai
uang jemputan adalah hak milik dari kedua
pengantin dan dapat digunakan sebagai modal
dalam menjalani hidup berumah tangga
nantinya. (Amir Sjarifoedin, 2011)

Persyaratan uang didalam perkawinan
bajapuik tersebut terdiri atas Uang Jemputan,
Uang Hilang, Uang Tungkatan, Uang Selo, Mas
Kawin atau Mahar, dan Uang Parigiah Jalang.
Uang Jemputan atau Bajapuik sebagai persya-
ratan adat dalam perkawinan, bertujuan untuk
menjemput laki-laki yang hendak dijadikan
menantu sebagai persyaratan adat.

Pelaksanaan Perkawinan Tradisi Bajapuik
di Pariaman

Perkawinan merupakan salah satu
proses yang harus dilewati manusia untuk
melanjutkan siklus kehidupan. Perkawinan
antara seorang pria dengan seorang wanita
membawa akibat yang sangat penting dalam
masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak
maupun keturunannya sehingga dibutuhkan
suatu peraturan yang mengatur tentang
perkawinan.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 1
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Undang-Undang Perkawinan menyebutkan
bahwa Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan
Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa
“perkawinan menurut hukum islam adalah
pernikahan, yaitu akad nikah yang sangat kuat
atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya meru-
pakan ibadah” dan dalam Pasal 4 “perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang No.l  Tahun 1974  tentang
Perkawinan”.

Perkawinan menurut hukum Adat tidak
semata-mata ikatan antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri untuk
mendapatkan keturunan dan membangun serta
membina kehidupan keluarga tetapi juga ber-
arti suatu hubungan hukum yang menyangkut
para anggota kerabat dari pihak suami maupun
dari pihak isteri. Terjadinya perkawinan berarti
berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling
membantu dan menunjang hubungan keke-
rabatan yang rukun dan damai. (Hilman
Hadikusuma, 2007)

Ter Haar menyatakan bahwa perka-
winan adalah urusan kerabat, urusan keluarga,
urusan masyarakat, urusan martabat, dan
urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut
urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan
Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat
banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-
kaidah hukum yang berhubungan dengan
tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan
manusia. (Soerjono Soekanto, 2002)

Tujuan perkawinan bagi masyarakat
hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah
untuk mempertahankan dan meneruskan
keturunan menurut garis keturunan bapak dan
ibu maupun kedua-duanya, untuk kebahagiaan
rumah tangga keluarga maupun kerabat,
untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan
kedamaian, dan untuk mempertahankan
kewarisan. (Hilman Hadikusuma, 2003)

Oleh karena sistem keturunan dan
kekerabatan suku di Indonesia berbeda, maka
tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat
berbeda pula yang mengakibatkan hukum per-
kawinan dan upacara perkawinannya berbeda

juga.

Dalam adat Minangkabau, mempelai
laki-laki disebut juga dengan Marapulai dan
mempelai perempuan disebut juga dengan
Anak Daro. Tradisi ini hanya diterapkan
dibeberapa tempat di Sumatera Barat yaitu
Padang Pariaman, Padang Panjang, Kota
Padang, dan Kabupaten Agam.

Tata cara pelaksanaan perkawinan
tradisi Bajapuik ini terdiri dari adat sebelum
perkawinan, adat perkawinan, dan setelah
perkawinan yang wajib dilaksanakan. Proses

sebelum perkawinan terdiri dari Maratak
Tanggo, Mamendekkan Hetongan, Batimbang
Tando (Maminang), dan Menetapkan Uang

Jemputan. Sedangkan proses perkawinan adat
terdiri dari Bakampuang-kampuangan,  Alek
Randam, Malam Bainai, Badantam, Bainduak
Bako, Manjapuik  Marapulai, Akad  Nikah,
Basandiang di Rumah Anak Daro, dan Manjalang
Mintuo. Kemudian, setelah perkawinan ber-
langsung, di Pariaman yang wajib melak-
sanakan Mengantar Limau, Berfitrah, Mengantar
Perbukoan, dan Bulan Lemang. Sementara uang
Japuik ditentukan saat sebelum perkawinan
dan diberikan saat adat perkawinan yaitu pada
saat Manjapuik Marapulai (Ramot Silalahi,
2002)

Dalam adat Minangkabau seorang ayah
tidak berfungsi didalam keluarganya. Seorang
ayah punya hak penuh terhadap kemena-
kannya dalam hal apapun dan begitupun
sebaliknya yang mempunyai tanggung jawab
penuh terhadap anak-anaknya adalah Mamak.

Arti Mamak dalam adat Minangkabau
adalah saudara laki-laki dari pihak ibu yang
mempunyai hak penuh atas kemenakannya
dan dalam adat Minangkabau peran orangtua
hanya sebatas merawat dan menjaga anaknya.
Dalam hal perkawinan Mamaklah vyang
mengurus dari awal pelaksanaan perkawinan
dan yang mendatangi calon keluarga pihak
laki-laki.

Secara normatif peran Mamak dalam
adat Minangkabau adalah: (Amir M.S, 2003)

1. Mamak berperan dalam mendidik, mem-

bimbing, dan mengawasi pendidikan
kemenakan.
2. Peran mamak dalam bidang harta

pusaka adalah memelihara, mengawasi
memanfaatkan dan  mengembangkan
harta pusaka, mempertahankan supaya
harta adat tetap berfungsi sesuai dengan
ketentuan adat, mengembangkan harta
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pusaka kaumnya agar kesejahteraan kaum-
nya termasuk kemenakan-kemenakannya
dapat terjamin.

3. Peran mamak dalam perkawinan keme-
nakannya adalah mencarikan jodoh bagi
kemenakannya khususnya kemenakan
perempuan, bertanggung jawab terhadap
kesepakatan = pernikahan  sepenuhnya,
bertanggung jawab atas biaya pernikahan
kemenakannya, tapi jika = mamak
kekurangan biaya maka harta pusaka yang
dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk
keberlangsungan pernikahan
kemenakannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan
Kepala Adat Nagari di Pariaman, proses
pelaksanaan tradisi bajapuik di Pariaman ini
sama dengan proses perkawinan di Minang-
kabau pada umumnya yang dimulai dari bebe-
rapa tahap: (Eriyanto DT. Batuah, wawancara
tanggal 3 Juli 2017

1. Maratak Tanggo
Dalam tahap ini Keluarga pihak
perempuan atau disebut dengan Anak
Daro yang terdiri dari Mamak Anak Daro,
Ayah Anak Daro dan Saudara laki-laki
Anak Daro mendatangi keluarga pihak
laki- laki atau disebut dengan Marapulai
untuk saling mengenal satu sama lain dan
apabila mendapatkan kecocokan maka
kedua belah pihak akan membicarakan dan
berunding untuk melaksanakan acara
Mamendekkan Hetongan yaitu keluarga
perempuan akan mengunjungi kembali
rumah keluarga calon pihak laki-laki atau
disebut dengan Marapulai dan
bermusyawarah.
2. Mamendekan Hetongan

Dalam tahap ini keluarga Anak Daro akan
mendatangi keluarga Marapulai kembali
dan bermusyawarah mengenai proses
selanjutnya untuk perkawinan tersebut
dan  biasanya sebelum  melakukan
musyawarah dengan keluarga Marapulai,
Mamak dari pihak Anak Daro akan
menanyakan kepada Anak Daro apakah
sudah yakin untuk melakukan perkawinan
ini dikarena biaya Baralek atau Pesta dan
beserta Uang Japuik akan disiapkan dari
pihak perempuan. Apabila Anak Daro
sudah yakin untuk melakukan perkawinan
ini maka Mamak pihak Anak Daro beserta

keluarga akan mendatangi keluarga
Marapulai.

. Batimbang Tando

Pada tahap ini pihak keluarga Anak Daro
akan  mendatangi  keluarga  pihak
Marapulai dan membawa persyaratan
yang sudah dibicarakan sebelumnya
sebagai tanda bahwa mereka akan
menikah, serta melakukan musyawarah
mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan
untuk melangsungkan perkawinan dan
ditahap inilah besarnya Uang Japuik dan
Uang Hilang akan ditentukan melalui
kesepakatan kedua belah pihak keluarga.
Dahulu Uang Japuik ditentukan dengan
cara melihat kedudukan Marapulai, apabila
dia merupakan keturunan dari keluarga
yang bangsawan atau mempunyai gelar
seperti Sidi, Bagindo, atau Sutan maka nilai
Uang Japuiknya akan tinggi. Gelar ini di
dapat dari keluarga dan sudah turun
temurun, misalkan ayah pihak laki-laki
mempunyai gelar bagindo maka laki-laki
tersebut akan mendapatkan gelar bagindo
juga.

Di zaman sekarang nilai Uang Japuik
ditentukan dari tingkat Pendidikan,
Pekerjaan, dan Jabatan Marapulai, semakin
tinggi tingkat Marapulai maka semakin
tinggi pula nilai Uang Japuik yang akan
diberikan oleh keluarga pihak perempuan,
dan apabila rendah tingkat Marapulai
maka rendah pula juga nilai Uang Japuik
yang diberikan oleh keluarga pihak
perempuan kepada keluarga pihak laki-
laki, namun nilai Uang Japuik ini tetap
disesuaikan  berdasarkan  kesepakatan
kedua belah pihak keluarga.

. Alek Randam

Setelah memberikan persyaratan sebagai
tanda bahwa mereka akan menikah dan
sudah ditentukannya nilai Uang Japuik,
maka tahap selanjutnya adalah persiapan
untuk melangsungkan perkawinan dan
biasanya dalam adat Minangkabau calon
Anak Daro akan berkumpul dengan
seluruh keluarga untuk mendengarkan
nasehat-nasehat yang diberikan oleh
semua keluarga dan Anak Daro akan
dipakaikan Inai atau Pacar Merah
diseluruh tangannya, hal ini biasa disebut
dengan Malam Bainai.
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5. Manjapuik Marapulai
Setelah semua persiapan selesai, maka
pada hari yang telah ditentukan Mamak,
ayah, dan Kakak dari pihak keluarga Anak
Daro akan  menjemput  Marapulai
(pengantin laki-laki) dirumahnya dan
membawa pakaian pengantin beserta
persyaratan termasuk Uang Japuik yang
akan langsung diberikan kepada ibu
Marapulai.
setelah itu barulah Marapulai dibawa
ketempat akad nikah dan acara dilanjutkan
dengan acara Baralek atau pesta
perkawinan. Pada acara ini Uang Japuik
akan dikembalikan kepada Anak Daro
bukan lagi dalam bentuk uang melainkan
benda yang jumlahnya tidak harus sesuai
dengan nilai uang japuik yang diberikan
keluarga Anak Daro kepada keluarga
Marapulai. Hal ini disebut dengan Baleh
Jalang.
Baleh jalang adalah balasan dari apa yang
diberikan oleh keluarga Anak Daro kepada
keluarga Marapulai, lain halnya dengan
Uang Hilang yang tidak diharuskan untuk
dilaksanakan. Uang Hilang adalah uang
yang diberikan oleh keluarga Anak Daro
kepada keluarga Marapulai dan uang ini
tidak dikembalikan lagi kepada Anak Daro
seperti Uang Japuik, Uang Hilang ini
biasanya dilaksanakan karena suka sama
suka dan sesuai kesepakatan keduabelah
pihak serta tidak dipaksakan karena harus
secara suka rela keluarga Anak Daro.

Di Pariaman kedudukan seorang laki-
laki sangat berharga karena dialah yang akan
menjadi tulang punggung keluarga, oleh
karena itu untuk mengambil seorang laki-laki
dalam satu keluarga harus memberikan peng-
hargaan kepada kedua orangtua yang sudah
membesarkan laki-laki tersebut dengan cara
memberikan uang jemputan.

Dengan berkembangnya zaman, tradisi
ini sudah tidak seperti dahulu yang memang
harus dilaksanakan, di zaman sekarang tradisi
ini dapat tidak dilaksanakan dan sesuai dengan
kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Bagi
sebagian masyarakat memang tradisi ini sangat
memberatkan pihak perempuan, namun tidak
semua juga yang berfikir tradisi ini mem-
beratkan dan harus dilestarikan keasliannya.
Oleh karena itu masih banyak di daerah

Pariaman yang menggunakan tradisi ini pada
saat menikahkan anaknya. (Hidayati Aziz,
wawancara, 3 Juli 2017)

Tradisi Bajapuik hanya termasuk di-
dalam unsur Adat Nan Diadatkan yang
mempunyai aturan tertentu dan berbeda-beda
disetiap nagari serta tradisi ini juga sudah dila-
kukan secara turun temurun sampai sekarang.
Adat Nan Diadatkan merupakan peraturan
setempat yang dibuat secara musyawarah oleh
masyarakat dan pemuka adat yang bertempat
tinggal di daerah tersebut.

Sanksi Bagi Masyarakat Pariaman yang
Tidak Melakukan Tradisi Adat Bajapuik

Dalam tradisi bajapuik terdapat sanksi
adat yang akan diberikan kepada masyarakat
Pariaman yang tidak melaksanakan tradisi
tersebut dalam perkawinannya.

Sanksi yang diberikan biasanya berupa
sanksi moral seperti keluarga pihak Anak Daro
akan dipandang rendah oleh keluarga pihak
Marapulai dan biasanya akan mendapatkan
perlakuan yang tidak menyenangkan dari
semua keluarga yang menganggapnya tidak
beradat karena tidak menggunakan adat dalam
perkawinannya. Dalam beberapa kasus bahkan
ada yang tidak menjadi menikah dikarenakan
Mamak dari keluarga pihak laki-laki merasa
tidak dihargai dan biasanya apabila tetap
melangsungkan perkawinan tanpa meng-
gunakan tradisi ini keduanya akan pergi dari
kampungnya. (Armaidi Tanjung, 2012)

Tradisi bajapuik ini tidak bertentangan
atau melanggar ajaran dalam agama islam yang
mengharuskan laki-laki membayar mahar
kepada perempuan, masyarakat pariaman tetap
membayar mahar sesuai dengan ajaran agama
islam dan hanya menganggap tradisi bajapuik
ini sebagai hadiah perkawinan kepada pihak
keluarga laki-laki. (Armaidi Tanjung, 2012)

Selain itu ketegasan adat dalam men-
jelaskan uang jemputan didalam perkawinan
adat bajapuik sendiri kurang lengkap, sebab
adat hanya mengatur uang jemputan sebelum
terjadinya pernikahan.

Sebagai contoh jika kedua belah pihak
mengingkari kesepakatan akan pernikahan
bajapuik, maka uang permulaan terhadap uang
jemputan itu bisa dituntut 2 (dua) kali bagi
laki- laki yang mengikari atau ketahuan adanya
hal lain yang menyebabkan terjadinya pem-
batalan oleh pihak perempuan misalanya laki-
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laki melarikan anak gadis orang, selingkuh,
terlibat ketentuan pidana begitu juga seba-
liknya terhadap wanita harta berupa permulaan
terhadap apa yang telah diberikan jadi hangus
jika perempuan diketahui melakukan hal
tercela, asusila yang menyebabkan terjadinya
pembatalan perkawinan bajapuik.

Sebagaimana juga ditambahkan oleh
Ketua KAN sanksi yang dapat diberikan jika
uang jemputan tidak diberikan, yaitu
(Eriyanto DT. Batuah, wawancara 3 Juli 2017)

1. Batalnya  proses  pertunangan  yang
menyebabkan tidak terjadinya pernikahan.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa
pemberian uang jemputan ini dilalui melalui
proses pertunangan yang mana pemberian
uang jemputan ditandai pada waktu
batimbang tando dalam perkawinan baja-
puik, dimana kedua belah pihak keluarga
sepakat untuk menjalankan perkawinan
adat bajapuik dengan ketentuan jumlah
pemberian uang jemputan yang telah
disepakati kedua belah pihak. Apabila pada
waktu perundingan tidak dapat ditemukan
kata sepakat berapa besaran uang jemputan
maka proses pelaksanaan perkawinan
bajapuik selanjutnya tidak dapat dilak-
sanakan karena tidak ditemukan kata
sepakat mengenai syarat jemputan akan
diberikan oleh pihak perempuan sehingga
nantinya berdampak tidak terjadinya
pernikahan.

. Mendapatkan hinaan dari Masyarakat adat.
Konsekuensi tidak diberikan uang jemputan
pada masyarakat adat pariaman dalam
pelaksanaan perkawinan bajapuik yaitu
mendapatkan cemooh atau sanksi sosial bagi
kedua belah pihak, sehingga kedua belah
pihak keluarga merasa dikucilkan dalam
lingkungan adat mereka, karena tidak dapat
melaksanakan adat tersebut yang merupaka
ciri khas dari perkawinan di pariaman.

Pihak laki-laki tidak dihargai baik dari pihak

keluarga, niniak mamak dan orang

sumando. Kedudukan martabat dan status
sosial masyarakat adat terutama pihak laki
merupakan suatu yang dihargai atau
dipandang penting di lingkungan sosial
masyarakat adat minagkabau Pariaman,
sehingga tradisi adat ini menjadikan pihak
laki-laki disegani karena berhasil mem-
besarkan anak-kemanakannya untuk men-
capai kesuksesan yang perlu dijadikan hal

pujian/kebangaan oleh pihak perempuan
dengan uang jemputan sebagai adat yang
turun-menurun dilakukan. Status sosial
merupakan suatu hal pokok dalam mencer-
minkan penghargaan laki-laki pariaman di
lingkungan masyarakatnya.

. Menimbulkan persilihan hubungan mem-
pelai laki-laki dengan keluarga sendiri,
dalam hal ini terjadinya kasus perselisihan
antara laki-laki dengan pihak keluaraganya
sendiri apabila pihak perempuan itu tidak
mau memberikan uang jemputan dan si
laki-laki tetap bersikeras melangsungkan
perkawinan dengan melakukan perkawinan
agama atau perkawinan menurut hukum
postif tanpa mengunakan adat tapi keluar-
ganya bersikeras juga untuk tetap melak-
sanakan adat sehingga menimbulkan
persilisihan dari keluaraga sendiri baik itu
dari orang tua, niniak mamaknya sehingga
mempelai laki-laki tidak dianggap lagi
dilingkuangan keluarganya.

. Tidak dianggap dalam pelaksanaaan upa-
cara adat. Untuk hal ini dapat terjadi jika
niniak mamak, datuaknya tidak mengang-
gap si laki-laki sebagai kemenakan lagi yang
kemudian membuat dia dalam status
upacara adat terabaikan atau tidak di
undang oleh mamak kaumnya/sukunya
sehingga ia merasa terabaikan dalam
pelaksanaan ~ adat  yang  dilakukan
dikampungnya.

Kesimpulan

Tradisi bajapuik pada masyarakat adat
Pariaman minangkabau termasuk kedalam
unsur Adat Nan Diadatkan karena tradisi ini
dapat berubah dan diubah dengan cara musya-
warah serta tradisi ini juga telah dilaksanakan
secara turun temurun sampai sekarang.

Pelaksanaan perkawinan adat Minang-
kabau tidak semua menggunakan tradisi
bajapuik. Karena tradisi ini tidak jauh berbeda
dengan adat-adat lainnya di Minangkabau,
namun yang membedakannya pelaksanaan
tradisi ini adalah pemberian uang jemputan
oleh pihak Anak Daro ke pihak Marapulai
sesuai dengan kemampuan keluarga Anak
Daro.

Pelaksanaan tradisi bajapuik ini sudah
tidak seperti dahulu yang mengharuskan pihak
Anak Daro memberikan sejumlah uang kepada
keluarga pihak Marapulai, dizaman sekarang
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tradisi ini harus melalui kesepakatan terlebih
dahulu

Akibat hukum yang timbul jika tidak
diberikan uang jemputan (bajapuik) dalam
perkawinan pada masyarakat adat Pariaman
minangkabau, akan muncul berbagai macam
sanksi, terutama sanksi sosial di masyarakat.
Sanksi tersebut cemoohan dari keluarga, ling-
kungan sekitarnya terutama dari mamaknya.

Sanksi hukum ini dapat berupa pem-
batalan perkawinan sampai dianggap tidak
beradat karena tidak menggunakan tradisi adat
ini dan tidak menghargai ninik mamak.
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